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BAB X
PEDOMAN TRANSISI DAN KAIDAH PELAKSANAAN

	

10.1 	Pedoman Transisi

Gubernur Bengkulu yang sedang memimpin pada tahun terakhir pemerintahannya wajib menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Bengkulu untuk tahun pertama periode Pemerintahan Gubernur Bengkulu berikutnya, dengan mengacu kepada RPJMD ini. Hal ini penting untuk menjaga kesinambungan pembangunan dan mengisi kekosongan RKPD setelah RPJMD berakhir.

Pedoman transisi dimaksud antara lain bertujuan menyelesaikan masalah-masalah pembangunan yang belum seluruhnya tertangani sampai dengan akhir periode RPJMD dan masalah-masalah pembangunan yang akan dihadapi dalam tahun pertama masa pemerintahan baru. Selanjutnya RKPD masa transisi merupakan tahun pertama dan bagian yang tidak terpisahkan dari RPJMD dari Kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih hasil pemilukada pada periode berikutnya.

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tersebut digunakan sebagai pedoman untuk menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Bengkulu tahun pertama periode Pemerintahan Gubernur Bengkulu berikutnya.

10.2. Kaidah Pelaksanaan

Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) merupakan penjabaran dari visi, misi dan program Kepala Daerah yang memuat kebijakan umum, kebijakan umum keuangan daerah, strategi dan program kerja SKPD, lintas SKPD dan program kewilayahan disertai dengan rencana-rencana kerja dalam kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif. RPJMD ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

[bookmark: _GoBack]RPJMD Provinsi Bengkulu Tahun 2010-2015 bukan hanya merupakan penjabaran visi, misi dan program Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih yang mendapat legitimasi Peraturan Daerah dan menjadi instrumen penting untuk mengarahkan dan mengendalikan kegiatan program pembangunan Provinsi Bengkulu, tetapi juga merupakan pedoman bagi semua pemangku amanah yang terlibat dalam proses pembangunan daerah. Artinya RPJMD merupakan perwujudan komitmen pemerintah, swasta dan masyarakat sekaligus dalam upaya pembangunan lima tahun ke depan. Komitmen yang terbangun dalam perencanaan berupa RPJMD ini sepatutnya dijadikan pegangan, patokan, ukuran dalam mengimplementasikan program pembangunan Provinsi Bengkulu hingga 2015.

Dengan ditetapkannya Peraturan Daerah tentang RPJMD Provinsi Bengkulu Tahun 2010-2015, maka seluruh pemangku amanah diharapkan mampu memahami substansi dokumen perencanaan ini dan menterjemahkannya secara kretaif dan inovatif tanpa keluar dari aturan yang ada. Bagi SKPD lingkup Pemerintah Provinsi Bengkulu, RPJMD Provinsi Bengkulu Tahun 2010-2015 menjadi acuan utama untuk penyusunan Rencana Strategis (Renstra) SKPD Tahun 2011-2015 dan Rencana Kerja (Renja) SKPD selama periode 2011-2015 serta dijadikan pedoman untuk penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). RKPD dan Renja SKPD digunakan sebagai bahan penyusunan APBD selama periode 2011-2015. Dokumen-dokumen tersebut menjadi bahan dalam evaluasi dan pelaporan kinerja kepemimpinan daerah Provinsi Bengkulu selama kurun waktu 2011-205.

RPJMD Provinsi Bengkulu Tahun 2010-2015 merupakan acuan bagi pemerintah daerah maupun masyarakat termasuk dunia usaha di dalamnya, sehingga tercapai sinergi dalam pelaksanaan program pembangunan. Implementasi RPJMD ini mensyaratkan pentingnya sinkronisasi dan koordinasi lintas program dan kegiatan, lintas instansi serta lintas pemerintahan dengan tetap memperhatikan peran, kewenangan, tanggung jawab dan tugas masing-masing, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sikap yang mengedepankan ego sektoral harus dihilangkan agar terjadi sinergisitas, efisiensi dan akselerasi dalam pelaksanaan pembangunan Provinsi Bengkulu. 

Dalam kaitan tersebut, maka perlu ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan dalam mengawal implementasi RPJMD Provinsi Bengkulu Tahun 2010-205 yang meliputi :
1. Pemerintah Daerah, masyarakat dan dunia usaha serta para pemangku amanah lainnya berkewajiban untuk mewujudkan visi dan misi pembangunan yan ditetapkan melalui pelaksanaan berbagai program dan kegiatan pembangunan dengan sebaik-baiknya;
2. RPJMD Provinsi Bengkulu Tahun 2010-2015 menjadi pedoman bagi SKPD dalam menyusun Renstra SKPD Tahun 2011-2015 yang menjabarkan lebih lanjut visi, misi dan agenda daerah serta berbagai strategi, kebijakan, program dan kegiatan secara terukur, terarah dan dapat dilaksanakan pada tahapan rencana tahunan, termasuk secara kreatif dan inovatif mendesain program-program terobosan dan prioritas sebagai upaya percepatan mengejar ketertinggalan pembangunan di Provinsi Bengkulu. Apabila dalam perjalanan RPJMD ini terdapat program dan kegiatan yang bersifat penting dan mendesak yang belum tertuang dalam dokumen RPJMD ini akan diatur ke dalam Peraturan Gubernur Bengkulu; 
3. Unit satuan kerja vertikal setingkat, maupun lembaga-lembaga lokal non pemerintah atau lembaga internasional pemerintah dan non pemerintah yang melakukan kegiatan di wilayah Provinsi Bengkulu serta berbagai komponen masyarakat dalam berbagai bentuk partisipasinya berkewajiban berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah untuk menyerasikan dan menjamin konsistensi terhadap RPJMD Provinsi Bengkulu Tahun 2010-2015;


4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Bengkulu, Bupati/Walikota se-Provinsi Bengkulu dan seluruh jajaran pemerintahan, masyarakat dan dunia usaha secara bersama-sama mendukung konsistensi implementasi RPJPD Provinsi Bengkulu Tahun 2005-2025, RPJMD Provinsi Bengkulu Tahun 2010-2015 dan RKPD Provinsi Bengkulu selama kurun waktu 2011-2015.
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